
 

 

 

 

 

  



 

PEMERINTAH KOTA DUMAI  

BADAN KEPEGAWAIAN DAN  

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Jalan Tuanku Tambusai Telepon (0765) 4300055, Faksimile (0765) 4300055, 

laman bkpsdm@dumaikota.go.id, pos-el bkpsdmdumai2023@gmail.com 
 

 

SURAT PERNYATAAN 
KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP 

 
   
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si 
NIP   : 19671227 199002 1 003 
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/(IV/c) 
Jabatan  : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Dumai 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah 

(LKj-IP) yang dikirim melalui link sesuai dengan yang ditanda tangani oleh Kepala 

Perangkat Daerah dan benar data un audit per tanggal 29 Desember 2023 yang 

bersumber pada: 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan; 

2. Monitoring dan evaluasi (kinerja fisik dan keuangan) TW IV; 

3. SPJ fungsional 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

 

Dumai, 15 Januari 2024  

KEPALA BKPSDM, 

 

 

H. ERINASRIZAL, S.Sos, M. Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19671227 199002 1 003 

 

 

 

mailto:bkpsdm@dumaikota.go.id
mailto:bkpsdmdumai2023@gmail.com


Laporan Kinerja BKPSDM 2023  i 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang 

Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja 

(LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam 

penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini 

masih memiliki banyak kekurangan,dan kami akan berusaha lebih untuk 

memperbaiki segala kekurangan. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai ini merupakan perwujudan 

dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  29  

Tahun  2014  tentang  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dengan  

berpedoman pada  Permenpan  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  

Kinerja  dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi 

mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan 

fungsinya pada kewenangan urusan di bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota 

Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai. 

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, 

pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi 

penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada tahun mendatang. 

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja 

(LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi 
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pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai 

pada umumnya di tahun berikutnya. 

 

Kota Dumai 15 Januari 2024 
Kepala BKPSDM, 
 
 
 
 
H. ERINASRIZAL, S.Sos, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19671227 199002 1 003 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 

merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan 

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan mempunyai 

tugas yaitu membantu Wali Kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan. 

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai menjalankan fungsi: 

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang 

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma, standar dan 

prosedur yang ditetapkan pemerintah; 

2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; 

3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemimdahan dan 

pemberhentian pegawai daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepeagwaian daerah; 

5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan 

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai daerah sesuai dengan norma, standar 

dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 
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8. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup fungsinya. 

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 4 

RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola 

Kepemerintahan Daerah yang Baik“ dengan Sasaran Strategis Organisasi yaitu 

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Profesionalisme 

Sumber Daya Aparatur“. 

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 2021 - 2026 telah menetapkan 1 

(satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang 

menjadi tanggung jawab organisasi.   Keberhasilan pencapaian tersebut harus  

diwujudkan  dan  menjadi  tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 

5 tahun. 

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dalam 

menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-

2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) 

Kegiatan dan (40) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 antara lain: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang terdiri dari 

kegiatan/sub kegiatan: 

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah 

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1.4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 
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1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

1.5.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.5.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

1.6.2. Pengadaan Mebel 

1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikaasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan 

1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

2. Program Kepegawaian Daerah 

2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 

2.1.1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 

2.1.3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

2.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

2.1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian 

2.2. Mutasi dan Promosi ASN 

2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN 

2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 
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2.3. Pengembangan Kompetensi ASN 

2.3.1. Pengelolaan Assessment Center 

2.3.2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 

2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

2.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

2.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 

2.4.3. Pembinaan Disiplin ASN 

2.4.4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

3.1. Pengembangan Kompetensi Teknis 

3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan 

Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan 

Pemerintahan Umum 

3.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 

Fungsional 

3.2.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tingg, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan 

Prajabatan 

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami 2 (dua) kali perubahan 

dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai pada Tahun 2023 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
administrasi 
kepegawaian dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

1. Persentase pelayanan kepegawaian yang 
diselesaikan tepat waktu 

100 
 

2. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Administrator, dan Fungsional sesuai dengan 
Peta Jabatan 

84 
 

3. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran 
Disiplin 

93.5 
 

4. Persentase Pengembangan Kompetensi ASN 
melalui Pendidikan dan Pelatihan 

5 

Sumber:Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai, 2023 

 

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam 
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Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar 

Rp. 8.185.758.664 (delapan miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima 

puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk melaksanakan 3 (tiga) 

Program Kerja sebagaimana tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Program Kerja BKPSDM Kota Dumai 

No Program Anggaran Sumber Dana 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kab/Kota 

5.663.841.821 DBH & DAU 

2. Program Kepegawaian Daerah 1.444.634.843 DBH 

3. Program Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

1.077.282.000 DBH 

JUMLAH Rp. 8.185.758.664 DBH & DAU 

Sumber: DPA BKPSDM Kota Dumai, 2023 

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal                                    

25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 dengan anggaran 

sebesar Rp. 10.070.867.140 (sepuluh miliar tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh 

tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) sebagaimana tabel 2.6. sebagai berikut: 

Tabel 3. Program Kerja Perubahan BKPSDM Kota Dumai 

No Program Anggaran Sumber Dana 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kab/Kota 

6.427.109.297 DBH & DAU 

2. Program Kepegawaian Daerah 2.006.492.743 DBH 

3. Program Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

1.637.265.100 DBH 

JUMLAH Rp. 10.070.867.140 DBH & DAU 

Sumber: DPPA BKPSDM Kota Dumai, 2023 

 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 

berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin 

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah 

satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta 

penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja 

berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 
 

No 
Sasaran  
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 
Capaian 

2023 
Sangat 

Berhasil 
Berhasil 

Cukup  
Berhasil 

Tidak  
Berhasil 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Persentase 
pelayanan 
kepegawaian 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100% 85.8% 85.8% √ 

   

Persentase 
Pejabat 
Pimpinan 
Tinggi, 
Administrator, 
dan Fungsional 
sesuai dengan 
Peta Jabatan 

84% 
 

99.1% 118% √ 

   

Persentase 
Penyelesaian 
Kasus 
Pelanggaran 
Disiplin 

93.5% 100% 107% √    

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi 
ASN melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

5% 37.8% 756% √    

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 

 

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan  

bahwa  pelaksanaan   kinerja  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Dumai Kota Dumai  selama tahun 2023 termasuk kategori I (satu) yaitu 

Sangat Berhasil. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung 

dengan anggaran sebesar Rp. 10.070.867.140 (sepuluh miliar tujuh puluh juta delapan 

ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) bersumber dari DAU dan 

DBH. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 9.949.394.762 

(sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh 

empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dan Belanja Modal sebesar                              

Rp. 121.472.378 (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga 

ratus tujuh puluh delapan rupiah). 
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1. Belanja Operasi : Rp. 9.949.394.762 

2. Belanja Modal : Rp. 121.472.378 

Jumlah : Rp. 10.070.867.140 

  

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam 

tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran BKPSDM Kota Dumai  
Tahun 2023 

Tujuan/ 
Sasaran/ 
Program 

Indikator 
Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tujuan: 
Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Indeks Kepuasan 
Aparatur 

84 92.29 118.2% 3
.6

4
3
.7

5
7
.8

4
3

 

3
.5

0
2
.0

1
9
.6

8
5

 

96.11% 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

70.71 62.13 87.87 

Sasaran: 
Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Persentase 

pelayanan 

kepegawaian 

yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

100% 85.8% 85.8% 

Persentase 

Pejabat 

Pimpinan Tinggi, 

Administrator, 

dan Fungsional 

sesuai dengan 

Peta Jabatan 

84% 99.1% 118% 

Persentase 
Penyelesaian 
Kasus 
Pelanggaran 
Disiplin 

93.5% 100% 107% 

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 
melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

5% 37.8% 756% 
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Tujuan/ 
Sasaran/ 
Program 

Indikator 
Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Persentase 
penempatan 
ASN sesuai 
dengan 
kompetensi, 
pemenuhan 
kebutuhan 
aparatur sesuai 
formasi dan 
pegawai yang 
mencapai target 
kinerja dengan 
nilai BAIK 

94.48% 85.99% 91.01% 2
.0

0
6
.4

9
2
.7

4
3

 

1
.8

6
8
.1

3
3
.6

8
5

 
 93.10 

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Persentase 
aparatur yang 
telah mengikuti 
diklat teknis, 
manajerial dan 
fungsional 

5% 37.78% 756% 1
.6

3
7
.2

6
5
.1

0
0

 

 1
.6

3
3
.8

8
6
.0

0
0

 
 99.79% 

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja 

Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 

adalah sebagaimana tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023 

No Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Penyerapan 
Anggaran 

(%) 

Tingkat 
Efisiensi 

Ket 

1. Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
administrasi 
kepegawaian dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Persentase 
pelayanan 
kepegawaian yang 
diselesaikan tepat 
waktu 

85.8% 92.87% 0.92 Kurang 
Efisien 

 

Persentase Pejabat 
Pimpinan Tinggi, 
Administrator, dan 
Fungsional sesuai 
dengan Peta 
Jabatan 

118% 95.85% 1.2 Efisien  

Persentase 
Penyelesaian Kasus 
Pelanggaran 
Disiplin 

107% 92% 1.2 Efisien  

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 
melalui Pendidikan 
dan Pelatihan 

756% 99.79% 7.6 Sangat 
Efisien 

 

 

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023  
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Analisis atas efisiensi peggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai 

berikut: 

a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Pelayanan Kepegawaian Yang 

Diselesaikan Tepat Waktu tingkat efisiensinya adalah 0.92 berasal dari 

perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (85.8%) dibagi dengan 

persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (92.87%). Pencapaian tersebut 

menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori 

KURANG EFISIEN; 

b. Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 

Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan tingkat efisiensinya 

adalah 1.2 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 

(118%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95.85%). 

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya 

termasuk dalam kategori EFISIEN; 

c. Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Penyelesaian Kasus 

Pelanggaran Disiplin tingkat efisiensinya adalah 1.2 berasal dari perhitungan 

persentase capaian kinerja tahun 2023 (107%) dibagi dengan persentase 

penyerapan anggaran tahun 2023 (92%). Pencapaian tersebut menunjukkan 

bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN; 

d. Pada Indikator Kinerja Utama 4 yaitu Persentase Aparatur yang telah mengikuti 

Diklat Teknis, Manajerial dan Fungsional tingkat efisiensinya adalah 7.6 berasal 

dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (756%) dibagi dengan 

persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99.79%). Pencapaian tersebut 

menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori 

SANGAT EFISIEN. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud 

pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja 

Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat 

laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja 

yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan 

kegiatan yang dibiayai APBD. Dalam penyusunan LKjIP suatu instansi harus 

dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu 

besaran dalam jumlah satuan atau persentase. 

Adapun informai yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga 

menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta 

dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. 

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan 

sistem dan prosedur yang sama, sebagimana sistem dan prosedur yang telah 

ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. 

Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing 

kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi 

kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi 

kinerja kebijakan daerah. 

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap 

instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, 

atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar 

hukum penyusunan meliputi: 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
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3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026; 

4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai; 

5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 

2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja 

organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi 

segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas 

pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan 

berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan. 

 

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh 

Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota 

melalui Sekretaris Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai menjalankan fungsi antara 

lain: 

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang 

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma, standar 

dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; 
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2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; 

3. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemimdahan 

dan pemberhentian pegawai daerah sesuai dengan norma, standar dan 

prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepeagwaian daerah; 

5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan 

dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai 

dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

6. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai daerah sesuai dengan norma, 

standar dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

7. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

8. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup 

fungsinya. 

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Dumai terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretarias, membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala 

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; 

c. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi membawahi 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

d. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan membawahi Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

e. Kepala Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan 

membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai digambarkan sebagaimana gambar 1.1. 

berikut: 
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Gambar 1.1. Bagan Organisasi BKPSDM Kota Dumai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Kegiatan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan 

bentuk laporan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengambangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai dengan maksud sebagai 

pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi madat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan 

pelaksanaan program dan kegiatan; 

3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas 

dan tindaklanjuti tahun berikutnya; 

4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka 

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bai. 

   

1.4. Isu Strategis 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai tidak dapat terlepas dari 
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isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait 

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai, dimaksudkan untuk 

menentukan permasalahan, hambatan dan tantangan yang harus diminimalisir 

dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program. 

Isu strategis terkait dengan urusan kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan yang perlu ditangai sebagai berikut: 

1. Rendahnya profesionalitas aparatur 

 Hal ini ditunjukkan dari hasil Indeks Profesionalitas Aparatur (IPA) yang 

dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, data menunjukkan dalam 

beberapa tahun terkakhir IPA Kota Dumai dikategorikan rendah dengan tolak 

ukur yaitu dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Khususnya 

pada dimensi kompetensi, target 20 JP per tahun melalui pendidikan dan 

pelatihan bagi seluruh ASN di Kota Dumai dalam rangka pengembangan 

kompetensi belum tercapai;  

2. Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen 

Aparatur Sipil Negara (ASN).  Hal tersebut dapat dilihat dari: 

a. Belum adanya kebijakan dan program pengembangan karir yang dimulai 

dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan 

kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, 

serta pembentukan talent pool dan rencana suksesi; 

b. Belum tersedianya kebijakan penggajian, pemberian penghargaan yang 

dikaitkan dengan promosi dan kinerja serta disiplin. 

 

1.5. Cascading Kinerja 

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan 

penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai 

yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat 

Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, 

tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dibentuk dengan skema 

kinerja sebagaimana gambar 1.2 berikut: 
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Gambar 1.2. Cascading Kinerja BKPSDM Kota Dumai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Dumai 2021-2026  

 

Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan 
Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya 

Melayu (Dumai Kota Idaman) 

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola 
Kepemerintahan Daerah yang Baik 

Indikator Tujuan 
Perangkat Daerah 

 

Visi 

Misi 4 

Tujuan 

Sasaran 

Tujuan Perangkat 
Daerah 

Sasaran Perangkat 
Daerah 

Indikator Sasaran 
Perangkat 

Daerah 

Program 
Perangkat Daerah 

Meningkatkan Reformasi Birokrasi 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

kepegawaian dan profesionalisme sumber daya 

aparatur 

1. Indeks Kepuasan Aparatur 

2. Indeks Profesionalitas ASN 

Meningkatknya kualitas pelayanan administrasi 

kepegawaian dan profesionalisme sumber daya 

aparatur 

1. Persentase Pelayanan Kepegawaian yang 

diselesaikan Tepat Waktu 

2. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 

Administrator dan Fungsional sesuai dengan 

Peta Jabatan 

3. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran 

Disiplin 

4. Persentase Pengembangan Kompetensi ASN 

melalui Pendidikan dan Pelatihan 

1. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kab/Kota 

2. Program Kepegawaian Daerah 
3. Program Pengembangan SDM 
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1.6. Peta Proses Bisnis 

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja 

yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai 

dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai 

tambah bagi pemangku kepentingan.  Peta proses bisnis Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagaimana skema 

pada gambar 1.3. berikut: 

Gambar 1.3. Peta Proses Bisnis BKPSDM Kota Dumai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SK Penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan BKPSDM Kota Dumai, 2023 

 

1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah Tahun 2023 

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Internal Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 sebagaimana 

tertuang dalam Surat Wali Kota Dumai Nomor 700/1320.1/INSP-S Tanggal                  

08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas 
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Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Internal Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 telah disampikan 

saran/rekomendasi antara lain sebagaimana pada tabel 1.1. berikut: 

 

Tabel 1.1. Hasil Evaluasi SAKIP Internal BKPSDM Tahun 2023 

No Kelemahan/Kekurangan Saran/Rekomendasi 

1. Belum menyusun Rencana Aksi dan 

Monev Rencana Aksi atas Perjanjian 

Kinerja (PK) mulai dari pejabat eselon II, 

eselon III, eselon IV, pejabat fungsional 

sampai dengan staf pada seluruh unit 

yang ada 

Menyusun Rencana Aksi dan 

Monev Rencana Aksi atas 

Perjanjian Kinerja (PK) secara 

berjenjang yang dimulai dari 

Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat 

Fungsional sampai dengan staf 

pada seluruh unit yang ada 

2. Belum menyusun SK Indikator Kinerja 

Individu (IKI) untuk mendukung Indikator 

Kinerja Utama (IKU) BKPSDM 

Menyusun SK IKI dilengkapi 

dengan definisi operasional yang 

jelas atas kinerja yang 

menggambarkan pencapaian IKI 

3. Pengukuran Kinerja belum menjadi 

dasar dalam penyesuaian 

(pemberian/pengurangan) tunjangan 

kinerja/penghasilan 

Melengkapi lembar penilaian TPP 

sebagai bentuk pengukuran kinerja 

dalam pemberian/pengurangan 

tunjangan kinerja/penghasilan 

Sumber: Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal BKPSDM, 2023 

 

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah 

dilakukan langkah-langkah sebagaimana tabel 1.2. berikut: 

Tabel 1.2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Internal BKPSDM  
Tahun 2023 

No Langkah-Langkah Tindak Lanjut 
Waktu 

Penyelesaian 

1. Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian 
Kinerja (PK) telah disusun secara berjenjang yang 
dimulai dari Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional 
sampai dengan staf pada seluruh unit yang ada 

29 Desember 2023 

2. SK IKI telah disusun dilengkapi dengan definisi 
operasional yang jelas atas kinerja yang 
menggambarkan pencapaian IKI  

29 Desember 2023 

3. Lembar penilaian TPP sebagai bentuk pengukuran 
kinerja telah dibuat dan dilengkapi dalam pemberian/ 
pengurangan tunjangan kinerja/ penghasilan  

29 Desember 2023 

Sumber: Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal BKPSDM, 2023 
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BAB 2 
PENILAIAN KINERJA 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
KOTA DUMAI 

 
 
2.1. Rencana Strategis 

Rencana strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, 

kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga 

tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. 

Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai yang memuat tujuan, 

sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang 

akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai. 

RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan 

sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan 

Kepala Daerah.  

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan 

pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai harus 

dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang 

ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai. 

VISI Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai 

tahun 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan 

Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)” 

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang 

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu: 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong”, yang disebut sebagai nawacita kedua. 

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 

Tahun 2019 – 2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, 

Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”. 

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai 

dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai., dan juga merupakan target 

capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan 

diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali Kota Dumai dalam 5 (lima) tahun 

kedepan. 

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota 

Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu: 

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu 

Pada Kepelabuhan dan Industri 

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkaulitas dan Berjati Diri 

Melayu 

3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas 

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik 

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai 

terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai 

sebagaimana gambar 2.1. berikut: 

Gambar 2.1. Keterkaitan Misi Pemerintah Kota Dumai dengan 
Tugas dan Fungsi BKPSDM Kota Dumai 

 
 

 

 

2.2. Tujuan dan Sasaran 

Untuk mendukung Visi dan Misi RPMJD Kota Dumai 2021 – 2026 tersebut 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 

MISI 4 
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan 

Daerah yang Baik 
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sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat 

Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun 

kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah 

ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun wajtu lima tahun 

kedepan dari tahun 20021 – 2026.  

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah 

Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya 

dirumuskan pertanyaan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah  yang  selanjutnya  akan  menjadi dasar penyusunan 

strategi kinerja PD selama 5 ( lima ) tahun. 

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan 

pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan tujuan yang 

tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota 

Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sejalan dengan Tujuan 

Pembangunan Daerah. 

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa 

sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional,dimana tata 

cara pencapaian target dari sasaran itu akan dituang ke dalam strategi dan arah 

kebijakan. Perumusan sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan 

ditetapkan sebagai indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan 

Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun. 
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Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dapat dilihat dari tabel 2.1. 

berikut: 

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja 
BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023 

 

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang 

Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman) 
 

Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang 

Baik 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Target Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Target 

Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Indeks 
Kepuasan 
Aparatur 

84 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Persentase 
pelayanan 
kepegawaian 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100 

Persentase 
Pejabat 
Pimpinan 
Tinggi, 
Administrator, 
dan Fungsional 
sesuai dengan 
Peta Jabatan 

84 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

70.71 Persentase 
Penyelesaian 
Kasus 
Pelanggaran 
Disiplin 

93.5 

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi 
ASN melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

5 

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Dumai 2021-2026 

 

2.3. Kebijakan, Strategi dan Program 

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan 

sasaran, maka disususnlah langkah-langkah rencana strategis dan arah 

kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , 
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Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis 

dengan tetap mwengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai 

Tahun 2021-2026. 

Dalam kerangka tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan 

perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra 

dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana tabel 2.2. berikut: 

Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023 

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang 

Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman) 
 

Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang 
Baik 

 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
secara cepat dan 
mudah diakses 

Penerapan sistem 
pelayanan kepegawaian 
berbasis teknologi  
informasi 

Perencanaan kebutuhan 
sarana prasarana dalam 
menunjang pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

Pengembangan 
kompetensi aparatur di 
bidang SPBE 

Pelaksanaan 
rekrutmen, seleksi, 
mutasi dan rotasi 
aparatur sesuai 
kompetensi 

Penyusunan rencana 
kebutuhan pegawai 
jangka menengah (5 
tahun) dan data pegawai 
yang akan memasuki 
BUP 

Ketersediaan data 
kepegawaian secara 
lengkap dan up to date 

Pelaksanaan pengadaan 
CASN secara terbuka, 
kompetitif, transparan 
dan tidak diskriminatif 

Penyusunan kebijakan 
internal yang mengatur 
mengenai manajemen 
talenta (rencana 
pengembangan karir) 
dan pola karir ASN 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

  Ketersediaan profil 
pegawai dan talent pool 
berdasarkan pemetaan 
talenta dan rencana 
suksesi 

Ketersediaan informasi 
mengenai kesenjangan 
kualifikasi dan 
kompetensi pegawai 

Pelaksanaan uji 
kompetensi dan 
assessment secara 
berkala 

Penyelenggaraan 
penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur secara 
objektif 

Ketersediaan informasi 
tentang analisis 
permasalahan kinerja 
melalui dialog kinerja dan 
penyusunan strategi 
penyelesaiannya 

Monitoring dan evaluasi 
penegakan disiplin, kode 
etik dan kode perilaku 
secara berkala 

Pemberian reward and 
punishment berbasis 
kinerja secara konsisten 
dan berkelanjutan 

Optimalisasi 
pelaksanaan 
pengembangan 
kompetensi 
aparatur 

Penyusunan dokumen 
kebutuhan dan rencana 
pengembangan 
kompetensi (webinar, 
workshop, praktik kerja, 
pertukaran pegawai, 
coaching dan mentoring) 
selain metode klasik 

Pengembangan pola 
peningkatan kompetensi 
yang lebih variatif dan 
efektif 

Peningkatan kualitas dan 
kuantitas 
penyelenggaraan 
pengembangan 
kompetensi 

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Dumai 2021-2026 

 
Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka 

dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagai berikut: 
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang terdiri dari 

kegiatan/sub kegiatan: 

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah 

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

14.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan 

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

1.5.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.5.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

1.6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

1.6.2. Pengadaan Mebel 

1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
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1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikaasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan 

1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

2. Program Kepegawaian Daerah 

2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 

2.1.1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 

2.1.3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

2.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

2.1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian 

2.2. Mutasi dan Promosi ASN 

2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN 

2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

2.3. Pengembangan Kompetensi ASN 

2.3.1. Pengelolaan Assessment Center 

2.3.2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 

2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

2.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

2.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 

2.4.3. Pembinaan Disiplin ASN 

2.4.4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

3.1. Pengembangan Kompetensi Teknis 

3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, 

Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, 

dan Urusan Pemerintahan Umum 
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3.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 

Fungsional 

3.2.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan 

Daerah, Jabatan Pimpinan Tingg, Jabatan Fungsional, 

Kepemimpinan dan Prajabatan 

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian 

dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 

dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai 

program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh 

ukuran kebersihan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi yang 

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai disajikan dalam table 2.3. 

sebagai berikut: 

Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
BKPSDM Kota Dumai 

 

No 
Sasaran Strategis 

Uraian Indikator Kinerja Utama 

1. Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian dan 
profesionalisme sumber daya 
aparatur 

1. Persentase pelayanan kepegawaian 
yang diselesaikan tepat waktu 

2. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Administrator, dan Fungsional sesuai 
dengan Peta Jabatan 

3. Persentase Penyelesaian Kasus 
Pelanggaran Disiplin 

4. Persentase Pengembangan 
Kompetensi ASN melalui Pendidikan 
dan Pelatihan 

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Dumai 2021-2026 

 
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
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Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, yang akan dilaksanakan 

melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkam 

dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dalam pelaksanaan 

kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023. 

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai di tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 

2.4. berikut: 

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian dan 
profesionalisme sumber daya 
aparatur 

1. Persentase pelayanan 
kepegawaian yang 
diselesaikan tepat waktu 

100 
 

2. Persentase Pejabat 
Pimpinan Tinggi, 
Administrator, dan 
Fungsional sesuai 
dengan Peta Jabatan 

84 
 

3. Persentase 
Penyelesaian Kasus 
Pelanggaran Disiplin 

93.5 
 

4. Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi ASN melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

5 

Sumber:Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Dumai, 2023 

 

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagaimana tertuang 

didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 didukung 

dengan anggaran sebesar Rp. 8.185.758.664 (delapan miliar seratus delapan 

puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat 

rupiah) untuk melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja sebagaimana tabel 2.5. 

berikut: 
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Tabel 2.5. Program Kerja BKPSDM Kota Dumai 

No Program Anggaran Sumber Dana 

1. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kab/Kota 

5.663.841.821 DBH & DAU 

2. Program Kepegawaian Daerah 1.444.634.843 DBH 

3. Program Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

1.077.282.000 DBH 

JUMLAH Rp. 8.185.758.664 DBH & DAU 

Sumber: DPA BKPSDM Kota Dumai, 2023 

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 

2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 dengan 

anggaran sebesar Rp. 10.070.867.140 (sepuluh miliar tujuh puluh juta delapan 

ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) sebagaimana tabel 2.6. 

sebagai berikut: 

Tabel 2.6. Program Kerja Perubahan BKPSDM Kota Dumai 

No Program Anggaran Sumber Dana 

1. Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kab/Kota 

6.427.109.297 DBH & DAU 

2. Program Kepegawaian 
Daerah 

2.006.492.743 DBH 

3. Program Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

1.637.265.100 DBH 

JUMLAH Rp. 10.070.867.140 DBH & DAU 

Sumber: DPPA BKPSDM Kota Dumai, 2023 
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BAB 3 
AKUNTABILITAS KINERJA 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KOTA DUMAI TAHUN 2023 

 
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian 

kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat 

dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan 

strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan 

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik 

(Peraturan Presiden  Nomor 29 Tahun 2014). 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 

berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen 

Renstra Tahun 2021-2026. 

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam 

penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel 3.1. berikut menggambarkan skala nilai 

peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.  
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Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Kinerja 
 

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

1. ≥ 90 Sangat Tinggi 

2. 76 ≤ 90 Tinggi 

3. 66 ≤ 75 Sedang 

4. 51 ≤ 65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah 

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 
 

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan 

Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam 

kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana 

Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut 

dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran 

Pencapaian Sasaran (PPS). 

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus 

perhitungan yaitu: 

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

yang semakin baik, maka perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat 

Capaian (PPRTC) digunakan rumus: 

Rumus: capaian = 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100 

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

yang semakin rendah, maka perhitungan Persentase Pencapaian Rencana 

Tingkat Capaian (PPRTC) digunakan rumus: 

Rumus: capaian = target  −
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖−𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100 

 
Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, 

dengan kriteria sebagaimana tabel 3.2., yaitu: 
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Tabel 3.2. Atribut Capaian Indikator Kinerja 
 

No  
Nilai Capaian Kinerja 

Atribut 
% Keterengan Persentase  

1. 85% s.d 100% 
Delapan puluh lima persen sampai 
dengan seratus persen  

Sangat Berhasil 

2. 70% s.d < 85% 
Tujuh puluh persen sampai dengan 
kurang dari delapan puluh lima persen 

Berhasil 

3. 55% s.d < 70% 
Lima puluh lima persen sampai dengan 
kurang dari tujuh puluh persen 

Cukup Berhasil 

4. < 55% Dibawah lima puluh lima persen  Tidak Berhasil 

 
 

3.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 

Dalam  implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 

berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang 

ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan 

sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan 

kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 

(tiga) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. 

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada tahun 2023 

berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 3.3 dan 

dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023 

 

No 

Sasaran 2022 2023 

Uraian Indikator Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

Predikat 
Capaian 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Persentase 
pelayanan 
kepegawaian 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

97.7% 97.7% 100% 
 

85.8% 85.8% Sangat 
Berhasil 

Persentase 
Pejabat 
Pimpinan 
Tinggi, 
Administrator, 
dan Fungsional 
sesuai dengan 
Peta Jabatan 

99.4% 121.3% 84% 99.1% 118% Sangat 
Berhasil 

Persentase 
Penyelesaian 
Kasus 
Pelanggaran 
Disiplin 

85.7% 87.5% 93.5% 
 

100% 107% Sangat 
Berhasil 

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi 
ASN melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

3.7% 92.5% 5% 37.8% 756% Sangat 
Berhasil 

            Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 

 

Analisis atas capaian kinerja utama ini sebagai berikut: 

1. Indikator persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 

a. Capaian kinerja untuk indikator persentase pelayanan kepegawaian 

yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan capaian yang menurun. 

Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 

85.8%, tercapai 85.8% atau berpredikat capaian sangat berhasil. Bila 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 97.7% atau tercapai 

sebesar 97.7%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 11.9%; 

b. Faktor pendorong capaian indikator persentase pelayanan 

kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut: 

- Profesionalisme sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan 

yang prima 

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai  

- Standar operasional prosedur yang lengkap dan jelas dalam setiap 

jenis layanan 
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c. Faktor penghambat capaian indikator persentase pelayanan 

kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut: 

- Adanya keterlibatan instansi yang berwenang mengeluarkan surat 

keputusan terkait administrasi kepegawaian sehingga tidak dapat 

diprediksi penyelesaiannya 

- Tidak lengkapnya berkas yang diajukan oleh pegawai yang 

bersangkutan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan 

sehingga tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

- Pelayanan berbasis teknologi informasi terkendala permasalahan 

jaringan atau system error 

- Perubahan kebijakan yang bersifat dinamis sehingga persyaratan 

yang dibutuhkan mengalami perubahan  

d. Tindak lanjut capaian indikator persentase pelayanan kepegawaian 

yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut: 

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar mempercepat 

proses layanan sehingga administrasi kepegawaian dapat 

diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

- Mengembangkan sistem layanan khususnya berbasis teknologi 

informasi  

- Meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur 

pemberi layanan melalui pendidikan dan Latihan 

- Bersikap proaktif dalam menggali informasi terbaru terkait perubahan 

kebijakan khususnya perubahan kebijakan kepegawaian 

2. Indikator persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan fungsional 

sesuai dengan peta jabatan 
a. Capaian kinerja untuk indikator persentase pejabat pimpinan tinggi, 

administrator, dan fungsional sesuai dengan peta jabatan menunjukkan 

capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 84% 

realisasi sebesar 99.1%, tercapai 118% atau berpredikat capaian sangat 

berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 99.4% 

atau tercapai sebesar 121.3%, maka capaian tahun 2023 menurun 

sebesar 3.3%; 



Bab 3 Akuntabilitas Kinerja  

 

Laporan Kinerja BKPSDM 2023  25 
 

b. Faktor pendorong capaian indikator persentase pejabat pimpinan 

tinggi, administrator, dan fungsional sesuai dengan peta jabatan melebihi 

target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: 

- Tersedianya standar kompetensi jabatan dan peta jabatan bagi 

pejabat pimpinan tinggi dan administrator sehingga mempermudah 

dalam pengisian jabatan 

- Komitmen Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian 

dalam memberikan layanan prima melalui pengisian jabatan yang 

lowong 

c. Faktor penghambat capaian indikator persentase pejabat pimpinan 

tinggi, administrator, dan fungsional sesuai dengan peta jabatan adalah 

sebagai berikut: 

- Belum tersedianya standar kompetensi bagi pejabat fungsional 

- Belum adanya kebijakan internal yang mengatur pola karir, promosi 

dan mutasi seta manajemen talenta yang selaras dengan ketentuan 

pola karir nasional 

- Pengisan jabatan administrator belum berdasarkan hasil 

assessment/seleksi/ujian 

d. Tindak lanjut capaian indikator persentase pejabat pimpinan tinggi, 

administrator, dan fungsional sesuai dengan peta jabatan adalah 

sebagai berikut: 

- Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

terkait standar kompetensi jabatan dan peta jabatan 

- Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal yang 

mengatur pola karir, promosi dan mutasi seta manajemen talenta yang 

selaras dengan ketentuan pola karir nasional 

- Melaksanakan pengisian jabatan berdasarkan hasil 

assessment/seleksi/ujian  

3. Indikator persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 
a. Capaian kinerja untuk indikator persentase penyelesaian kasus 

pelanggaran disiplin menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang 

ditetapkan tahun 2023 adalah 93,5% realisasi sebesar 100%, tercapai 

107% atau berpredikat capaian sangat berhasil. Bila dibandingkan 
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dengan realisasi tahun 2022 sebesar 85,7% atau tercapai sebesar 

87.5%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 19.5%; 

b. Faktor pendorong capaian indikator persentase penyelesaian kasus 

pelanggaran disiplin melebihi target yang telah ditentukan adalah 

sebagai berikut: 

- Komitmen Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam 

memberikan punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran 

disiplin 

- Adanya kebijakan yang mengatur mengenai pelanggaran disiplin 

- Proses pemeriksaan yang melibatkan Tim Pemeriksa yang terdiri dari 

4 unsur yaitu atasan langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian 

dan pejabat lain yang ditunjuk sehingga proses penjatuhan hukuman 

disipiln bersifat objektif 

c. Faktor penghambat capaian indikator persentase penyelesaian kasus 

pelanggaran disiplin kurang adalah sebagai berikut: 

- Keterlambatan pelaporan pelanggaran disiplin oleh perangkat daerah 

- Kurang lengkapnya berkas pengajuan proses pelanggaran disiplin 

sehingga memperlama proses penyelesaian kasus pelanggaran 

disiplin 

- Pegawai yang dikenai hukuman disiplin sulit untuk dihubungi 

d. Tindak lanjut capaian indikator persentase penyelesaian kasus 

pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut: 

- Sosialisasi bagi seluruh pegawai terkait kebijakan mengenai disiplin 

pegawai 

- Koordinasi dengan perangkat daerah apabila terjadi pelanggaran 

disiplin yang dilakukan oleh pegawainya 

- Koordinasi dengan Tim Pemeriksa apabila ada kasus pelanggaran 

disiplin 

4. Indikator persentase pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan 

dan pelatihan 
a. Capaian kinerja untuk indikator persentase pengembangan kompetensi 

ASN melalui pendidikan dan pelatihan menunjukkan capaian yang 

meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 5% realisasi 
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sebesar 37.8%, tercapai 756% atau berpredikat capaian sangat berhasil. 

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3.7% atau 

tercapai sebesar 92.5%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 

663.5%; 

b. Faktor pendorong capaian indikator persentase pengembangan 

kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan melebihi target yang 

telah ditentukan adalah sebagai berikut: 

- Kesadaran ASN untuk mengembangkan kompetensi 

- Kerja sama dengan Lembaga diklat terakreditasi baik secara daring 

atau luring 

- Ketersediaan data ASN yang telah mengikuti pengembangan 

kompetensi  

c. Faktor penghambat capaian indikator persentase pengembangan 

kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan adalah sebagai 

berikut: 

- Belum adanya pedoman pelaksanaan magang, coaching dan 

mentoring bagi pengembangan kompetensi pegawai 

- Belum tersedianya profil kompetensi pegawai serta rencana 

pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang 

- Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi khususnya biaya 

pengiriman peserta diklat 

- Keterbatasan kuota peserta yang akan mengikuti diklat dari pihak 

penyelenggara diklat 

d. Tindak lanjut capaian indikator persentase pengembangan kompetensi 

ASN melalui pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut: 

- Koordinasi dengan Lembaga Diklat yang terakreditasi untuk 

menyelenggarkan diklat baik secara daring maupun luring 

- Mengajukan penambahan anggaran bagi pengembangan kompetensi 

pegawai ke TAPD 

- Menyusun pedoman pelaksanaan magang, coaching dan mentoring 

bagi pengembangan kompetensi pegawai 

- Menyusun profil kompetensi pegawai serta rencana pengembangan 

kompetensi pegawai jangka panjang 
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3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai 

dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya sebagaimana tabel 3.4.  sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 
 

No 
Sasaran 

 Strategis 
Indikator Kinerja  

Target Realisasi Capaian 

2022 2023 2022 2023 2022 2023 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Persentase 
pelayanan 
kepegawaian 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100% 97.7% 85.8% 97.7% 85.8% 

Persentase 
Pejabat 
Pimpinan Tinggi, 
Administrator, 
dan Fungsional 
sesuai dengan 
Peta Jabatan 

82% 84% 99.4% 99.1% 121.3% 118% 

Persentase 
Penyelesaian 
Kasus 
Pelanggaran 
Disiplin 

98% 93.5% 85.7% 100% 87.5% 107% 

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 
melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

4% 5% 3.7% 37.8% 92.5% 756% 

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Indikator persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 

a. Target pada indikator ini pada tahun 2022 adalah 100% berasal dari 

perhitungan jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian selesai 

tepat waktu dibagi jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian; 

b. Pada tahun 2022 jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian 

selesai tepat waktu sebanyak 1.511 berkas yang terdiri dari pelayanan 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, kenaikan jabatan 

fungsional, pensiun, pengurusan karis/karsu, izin belajar/tugas belajar, izin 

perceraian, izin nikah, cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara 
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dengan jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian yang masuk 

sebanyak 1.546 berkas sehingga realisasi indikator ini adalah 97.7% 

dengan capaian 97.7%; 

c. Pada tahun 2023, target kinerja sama dengan tahun sebelumnya yaitu 

100% dengan realisasi 85.8% dengan rincian jumlah usulan pelayanan 

administrasi kepegawaian selesai tepat waktu sebanyak 1.452 berkas 

dibagi dengan jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian yang 

masuk sebanyak 1.693 berkas sehingga capaian kinerja menjadi 85.8%. 

d. Realisasi pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan 

dikarenakan: 

- Tidak lengkapnya berkas yang diajukan oleh pegawai yang 

bersangkutan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan 

sehingga tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; 

- Adanya keterlibatan instansi yang berwenang mengeluarkan surat 

keputusan terkait administrasi kepegawaian sehingga tidak dapat 

diprediksi penyelesaiannya 

2. Indikator persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan fungsional 

sesuai dengan peta jabatan 

a. Target pada indikator ini pada tahun 2022 adalah 82% berasal dari 

perhitungan jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah formasi 

jabatan (berdasarkan peta jabatan). Perhitungan ini tidak termasuk 

pejabat fungsional dikarenakan jabatan fungsional untuk saat ini belum 

dapat dihitung secara akurat dikarenakan masih menyusun penetapan 

formasi melalui instansi pembina dan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.; 

b. Pada tahun 2022 jumlah formasi jabatan yang terisi sebanyak 535 jabatan 

dengan jumlah formasi jabatan (berdasarkan peta jabatan) sebanyak 538 

jabatan sehingga realisasi indikator ini adalah 99.4% dengan capaian 

121.3%; 

c. Pada tahun 2023, target kinerja naik dari tahun sebelumnya menjadi 84% 

dengan realisasi 99.1% dengan rincian jumlah formasi jabatan yang terisi 

sebanyak 544 jabatan dibagi dengan jumlah formasi jabatan (berdasarkan 

peta jabatan) sebanyak 549 jabatan sehingga capaian kinerja menjadi 

118%. 
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3. Indikator persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 
a. Target pada indikator ini pada tahun 2022 adalah 98% berasal dari 

perhitungan jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pada tahun 

berkenaan dibagi jumlah kasus pelanggaran disiplin tahun berkenaan; 

b. Pada tahun 2022 jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pada 

tahun berkenaan sebanyak 6 kasus dengan jumlah kasus pelanggaran 

disiplin tahun berkenaan sebanyak 7 kasus sehingga realisasi indikator ini 

adalah 85.7% dengan capaian 87.5%; 

c. Pada tahun 2023, target kinerja turun dari tahun sebelumnya menjadi 

93.5% dengan realisasi 100% dengan rincian jumlah kasus pelanggaran 

disiplin yang diproses sebanyak 6 kasus dan telah diselesaikan sampai 

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin 

sebanyak 6 kasus yang terdiri dari 1 hukuman disiplin sedang dan 5 

hukuman disiplin berat sehingga capaian kinerja menjadi 107%. 

4. Indikator persentase pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan 

dan pelatihan 

a. Target pada indikator ini pada tahun 2022 adalah 4% berasal dari 

perhitungan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 

melalui diklat dibagi jumlah total ASN Kota Dumai; 

b. Pada tahun 2022 jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 

melalui diklat sebanyak 145 orang dengan jumlah total ASN Kota Dumai 

sebanyak 3.950 orang sehingga realisasi indikator ini adalah 3.7% dengan 

capaian 92.5%; 

c. Pada tahun 2023, target kinerja naik dari tahun sebelumnya menjadi 5% 

dengan realisasi 37.8% dengan rincian jumlah ASN yang mengikuti 

pengembangan kompetensi melalui diklat sebanyak 1.430 jabatan dibagi 

dengan jumlah total ASN Kota Dumai sebanyak 3.785 orang sehingga 

capaian kinerja menjadi 756%. 

 

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA 

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel 3.5. berikut: 
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Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan  

Akhir Periode Renstra 
 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target Akhir 

Renstra 
Realisasi 

Tingkat  
Kemajuan 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Persentase 
pelayanan 
kepegawaian 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100% 85.8% 85.8% 

Persentase 
Pejabat 
Pimpinan 
Tinggi, 
Administrator, 
dan Fungsional 
sesuai dengan 
Peta Jabatan 

90% 99.1% 110.1% 

Persentase 
Penyelesaian 
Kasus 
Pelanggaran 
Disiplin 

98% 100% 102% 

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi 
ASN melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

8% 37.8% 472.5% 

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 

Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode 

RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut:  

1. Capaian indikator persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan 

tepat waktu sebagai berikut: 

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar mempercepat proses 

layanan sehingga administrasi kepegawaian dapat diselesaikan tepat 

waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

- Mengembangkan sistem layanan khususnya berbasis teknologi informasi  

- Meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur pemberi 

layanan melalui pendidikan dan Latihan 

- Bersikap proaktif dalam menggali informasi terbaru terkait perubahan 

kebijakan khususnya perubahan kebijakan kepegawaian 
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2. Capaian indikator persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan 

fungsional sesuai dengan peta jabatan sebagai berikut: 

- Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

terkait standar kompetensi jabatan dan peta jabatan 

- Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal yang mengatur 

pola karir, promosi dan mutasi seta manajemen talenta yang selaras 

dengan ketentuan pola karir nasional 

- Melaksanakan pengisian jabatan berdasarkan hasil 

assessment/seleksi/ujian 

3. Capaian indikator persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 

sebagai berikut: 

- Sosialisasi bagi seluruh pegawai terkait kebijakan mengenai disiplin 

pegawai 

- Koordinasi dengan perangkat daerah apabila terjadi pelanggaran disiplin 

yang dilakukan oleh pegawainya 

- Koordinasi dengan Tim Pemeriksa apabila ada kasus pelanggaran disiplin 

4. Capaian indikator persentase pengembangan kompetensi ASN melalui 

pendidikan dan pelatihan sebagai berikut: 

- Koordinasi dengan Lembaga Diklat yang terakreditasi untuk 

menyelenggarkan diklat baik secara daring maupun luring 

- Mengajukan penambahan anggaran bagi pengembangan kompetensi 

pegawai ke TAPD 

- Menyusun pedoman pelaksanaan magang, coaching dan mentoring bagi 

pengembangan kompetensi pegawai 

- Menyusun profil kompetensi pegawai serta rencana pengembangan 

kompetensi pegawai jangka panjang 

 

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM) 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang tugas Wali 

Kota dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan 

program/kegiatan/subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai mendukung terwujudnya Misi kedelapan 

RPJMN Tahun 2020-2024 “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan 
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Terpercaya”. Serta mendukung pelaksanaan agenda pembangunan ketujuh 

RPJMN Tahun 2020-2024 “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan 

transformasi pelayanan publik” melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk 

pelayanan publik berkualitas. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam 

terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi 

Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional, Reformasi 

Birokrasi dan Tata Kelola serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. 

Sebagai unsur penunjang dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai 

mendukung terwujudnya “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” pada 

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi 

Pelayanan Publik. Adapun indikator dan target nasional yang ditetapkan dalam 

mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagai unsur penunjang dibidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tersaji pada tabel 3.6. berikut: 

Tabel 3.6. Indikator dan Target Nasional Sasaran Reformasi Birokrasi 
dan Tata Kelola 

Sasaran Indikator Target 2024 

Reformasi Birokrasi dan 
Tata Kelola 

Persentase Instansi Pemerintah 
Kabupaten/Kota dengan Indeks 
Sistem Merit Kategori ≥ Baik 

300 

Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

 Dari indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai telah melaksanakan 

pengukuran Indeks Sistem Merit dari Tahun 2021 yang penilaiannya dilakukan 

oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk saat ini indikator tersebut belum 

menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai tetapi telah diajukan menjadi Indikator 

Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Dumai pada Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2021-2026. 

Berikut pada tabel 3.7. merupakan hasil penilaian Indeks Sistem Merit Kota 

Dumai: 
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Tabel 3.7. Hasil Penilaian Indeks Sistem Merit serta perbandingan 
dengan Target Nasional 

Indikator Nasional 
Target 

Nasional 2024 
IKU BKPSDM 
Kota Dumai 

Target 
2024 

Realisasi 
2023 

Persentase Instansi 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota dengan 
Indeks Sistem Merit 
Kategori ≥ Baik 

300 Indeks Sistem 
merit 

254 279 

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja utama dengan target nasional 

(target SPM) sebagaimana tabel 3.8. berikut: 

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 

No 
Sasaran 
strategis 

Indikator kinerja 
Realisasi  

2023 
Realisasi  
Nasional 

Keterangan 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Persentase 
pelayanan 
kepegawaian 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

85.8% - Tidak ada 
target nasional 
yang 
berhubungan 
langsung 
dengan kinerja 
BKPSDM Kota 
Dumai 

Persentase 
Pejabat 
Pimpinan 
Tinggi, 
Administrator, 
dan Fungsional 
sesuai dengan 
Peta Jabatan 

99.1% - 

Persentase 
Penyelesaian 
Kasus 
Pelanggaran 
Disiplin 

100% - 

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi 
ASN melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

37.8% - 

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 
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3.5. Akuntabilitas Keuangan 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada tahun 2023 didukung 

dengan anggaran sebesar Rp. 10.070.867.140 (sepuluh miliar tujuh puluh juta 

delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) bersumber 

dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Anggaran tersebut terdiri dari 

Belanja Operasi sebesar Rp. 9.949.394.762 (sembilan miliar sembilan ratus 

empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus 

enam puluh dua rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 121.472.378 (seratus 

dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh 

delapan rupiah). 

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.761.775.684 

(sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima 

ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri dari Belanja Operasi           

Rp. 9.641.943.684 (sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan 

ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan      

Belanja Modal terealisasi Rp. 119.832.000 (seratus sembilan belas juta delapan 

ratus tiga puluh dua ribu rupiah) 

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan 

program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel 3.9. berikut: 

Tabel. 3.9. Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 
 (Program Prioritas) 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Program 
Anggaran 
Setelah 

Perubahan 
Realisasi % 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Kepegawaian 
Daerah 

2.006.492.743 

 

1.868.133.685 93.10 

Pengembangan 
SDM 

1.637.265.100 

 

1.633.886.000 

 

99.79 

Total Anggaran 3.643.757.843 3.502.019.685 96.11 

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 
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Total anggaran belanja adalah Rp. 3.643.757.843 dengan realisasi               

Rp. 3.502.019.685 atau dengan capaian sebesar 96.11% dari total anggaran. 

Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi di antaranya: 

1. Adanya perubahan ketentuan dari Instansi penyelenggara setelah 

perencanaan dan penganggaran seperti perubahan satuan harga dan 

jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat beberapa uraian belanja 

yang tidak dapat digunakan; 

2. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat. 

 

3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai tahun 2023 ditunjukkan 

dalam tabel 3.10 berikut: 

Tabel. 3.10. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 
 

Tujuan/ 
Sasaran/ 
Program 

Indikator 
Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tujuan: 
Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Indeks Kepuasan 
Aparatur 

84 92.29 118.2% 3
.6

4
3
.7

5
7
.8

4
3

 

3
.5

0
2
.0

1
9
.6

8
5

 

96.11% 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

70.71 62.13 87.87 

Sasaran: 
Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
dan 
profesionalisme 
sumber daya 
aparatur 

Persentase 

pelayanan 

kepegawaian 

yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

100% 85.8% 85.8% 

Persentase 

Pejabat 

Pimpinan Tinggi, 

Administrator, 

dan Fungsional 

sesuai dengan 

Peta Jabatan 

84% 99.1% 118% 
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Tujuan/ 
Sasaran/ 
Program 

Indikator 
Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Persentase 
Penyelesaian 
Kasus 
Pelanggaran 
Disiplin 

93.5% 100% 107% 

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 
melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

5% 37.8% 756% 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Persentase 
penempatan 
ASN sesuai 
dengan 
kompetensi, 
pemenuhan 
kebutuhan 
aparatur sesuai 
formasi dan 
pegawai yang 
mencapai target 
kinerja dengan 
nilai BAIK 

94.48% 85.99% 91.01% 2
.0

0
6
.4

9
2
.7

4
3

 

1
.8

6
8
.1

3
3
.6

8
5

 
 93.10 

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Persentase 
aparatur yang 
telah mengikuti 
diklat teknis, 
manajerial dan 
fungsional 

5% 37.78% 756% 1
.6

3
7
.2

6
5
.1

0
0

 

 1
.6

3
3
.8

8
6
.0

0
0

 
 99.79% 

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 

 

3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Analisis atas efisiensi peggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah 

sebagai berikut: 

a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Pelayanan Kepegawaian 

Yang Diselesaikan Tepat Waktu tingkat efisiensinya adalah 0.92 berasal 

dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (85.8%) dibagi 

dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (92.87%). 

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber 

Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN; 

b. Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 

Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan tingkat 

efisiensinya adalah 1.2 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja 
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tahun 2023 (118%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 

2023 (95.85%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi 

penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN; 

c. Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Penyelesaian Kasus 

Pelanggaran Disiplin tingkat efisiensinya adalah 1.2 berasal dari 

perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (107%) dibagi dengan 

persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (92%). Pencapaian tersebut 

menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam 

kategori EFISIEN; 

d. Pada Indikator Kinerja Utama 4 yaitu Persentase Aparatur yang telah 

mengikuti Diklat Teknis, Manajerial dan Fungsional tingkat efisiensinya 

adalah 7.6 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 

(756%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 

(99.79%). Pencapaian  tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan 

Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN. 

 

3.8. Prestasi dan Penghargaan 

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Dumai mendapatkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Intansi Pemerintah (SAKIP) dari Wali Kota Dumai berdasarkan Keputusan Wali 

Kota Dumai Nomor 700/1068/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di 

Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan predikat “BB” (Sangat Baik) 

dengan nilai 71,80. 

Selain itu dalam penerapan manajemen ASN melalui Sistem Merit yang 

dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Komisi 

Aparatur Sipil Negara Nomor 124/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan 

Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kota 

Dumai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Dumai memperoleh nilai 279 dengan Indeks 0,68 pada Kategori 

III (Baik). 
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Perolehan prestasi dan penghargaan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai, sebagaimana tabel 3.11 

berikut: 

Tabel 3.11. Prestasi dan Penghargaan BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023 
 

No Jenis Penghargaan  Prestasi Tingkat Diberikan Oleh 

1. Implementasi 
SAKIP  

Peringkat 2  
(Kategori BB) 

Kota Wali Kota 
Dumai 

2. Penerapan Sistem 
Merit 

Kategori III (Baik) Nasional KASN 

Sumber: BKPSDM Kota Dumai, 2023 
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BAB 4 
PENUTUP 

 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 

pengolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai. LKjIP juga 

disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai 

pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media 

pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi 

dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 

4.1. Penutup  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 disusun 

berdasarkan RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dengan kesuaian RPJMD Kota 

Dumai Tahun 2021 - 2026, Dokumen RKPD tahun 2023, Capaian IKU Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 

2022 serta Perjanjian Kinerja 2023 beserta perubahannya. Dalam laporan ini 

mengukur Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Dumai yang terdiri atas 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan 

hasil sebagai berikut:    

1. Indikator 1:   Persentase Pelayanan Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat 

Waktu dengan capaian 85.8% pada tahun 2023 berasal dari perhitungan 

jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian selesai tepat waktu 

dibagi jumlah usulan pelayanan administrasi kepegawaian.  Dari target 

100% bisa direalisasikan 85.8% dan termasuk Kategori SANGAT 

BERHASIL. 

2. Indikator 2: Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan 

Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan dengan capaian 118% pada tahun 

2023 berasal dari perhitungan jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi 

jumlah formasi jabatan (berdasarkan peta jabatan). Dari target 84% bisa 

direalisasikan 99.1% dan termasuk Kategori SANGAT BERHASIL. 
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3. Indikator 3:   Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin dengan 

capaian 107% pada tahun 2023 berasal dari perhitungan jumlah 

penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pada tahun berkenaan dibagi 

jumlah kasus pelanggaran disiplin tahun berkenaan.  Dari target 93.5% bisa 

direalisasikan 100% dan termasuk Kategori SANGAT BERHASIL. 

4. Indikator 4: Persentase Pengembangan Kompetensi ASN melalui 

Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian 756% pada tahun 2023 berasal 

dari perhitungan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 

melalui diklat dibagi jumlah total ASN Kota Dumai.  Dari target 5% bisa 

direalisasikan 37.8% dan termasuk Kategori SANGAT BERHASIL. 

 

4.2. Langkah Perbaikan/Saran 

Adapun langkah/saran untuk meningkatkan keberhasilan dan mengatasi 

hambatan dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Dumai dimasa mendatang antara lain yaitu: 

1. Pelayanan kepegawaian adalah segala bentuk penyelenggaraan 

pelayanan kepegawaian secara maksimal yang diberikan pengelola 

kepegawaian dengan segala kemampuannya dalam rangka memenuhi 

kepuasan pelanggan untuk mewujudkan pelayanan prima (excellent 

service) kepada masyarakat pengguna dalam hal ini adalah Aparatur Sipil 

Negara. Pelayanan yang tepat waktu akan memberikan dampak yang 

signifikan bagi pegawai karena menyangkut hak yang akan diperoleh 

pegawai. Berikut ini prioritas untuk perbaikan dan saran terlaksananya 

pelayanan kepegawaian yang tepat waktu yaitu: 

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar mempercepat proses 

layanan sehingga administrasi kepegawaian dapat diselesaikan tepat 

waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

- Mengembangkan sistem layanan khususnya berbasis teknologi 

informasi  

- Meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur 

pemberi layanan melalui pendidikan dan Latihan 

- Bersikap proaktif dalam menggali informasi terbaru terkait perubahan 

kebijakan khususnya perubahan kebijakan kepegawaian 
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2. Penempatan pegawai khususnya pejabat pimpinan tinggi, administrator, 

dan fungsional sesuai dengan peta jabatan memegang peranan sangat 

penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun 

melaksanakan pembangunan yang telah diamanatkan Kepala Daerah. 

Oleh karena pengisian jabatan yang lowong harus segera diatasi agar tidak 

mengganggu kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan perbaikan dan 

sebagai berikut: 

- Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

terkait standar kompetensi jabatan dan peta jabatan 

- Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal yang mengatur 

pola karir, promosi dan mutasi seta manajemen talenta yang selaras 

dengan ketentuan pola karir nasional 

- Melaksanakan pengisian jabatan berdasarkan hasil 

assessment/seleksi/ujian 

3. Penindakan terhadap pelanggaran disiplin pegawai perlu mengedepankan 

aspek pembinaan dengan mempertimbangkan latar belakang terjadinya 

pelanggaran, adanya unsur kesengajaan atau tidak, dampak pelanggaran 

yang dilakukan terhadap unit kerja, instansi dan terhadap 

Negara/Pemerintah, kinerja PNS yang bersangkutan serta manfaat dari 

tindakan atau pemberian sanksi tersebut terhadap pembinaan PNS. Untuk 

menjamin agar proses pengambilan keputusan dalam penindakan atau 

pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin PNS sesuai dengan kriteria 

pelanggaran yang dilakukannya maka penyelesaian kasus pelanggaran 

disiplin melibatkan Tim pemeriksa yang terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu 

atasan langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian dan pejabat lain 

yang ditunjuk guna memberikan pertimbangan/rekomendasi dalam 

penjatuhan hukuman disiplin. Untuk itu diperlukan langkah perbaikan dan 

saran agar penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dapat terealisasi 

dengan cara berikut : 

- Sosialisasi bagi seluruh pegawai terkait kebijakan mengenai disiplin 

pegawai 

- Koordinasi dengan perangkat daerah apabila terjadi pelanggaran disiplin 

yang dilakukan oleh pegawainya 
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- Koordinasi dengan Tim Pemeriksa apabila ada kasus pelanggaran 

disiplin 

4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi salah satunya dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keahlian PNS melalui pendidikan formal, pelatihan klasikal dan non 

klasikal seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus, coaching, 

mentoring, e-learning. Langkah dan saran yang dilakukan agar 

pengembangan kompetensi berjalan optimal yaitu: 

- Koordinasi dengan Lembaga Diklat yang terakreditasi untuk 

menyelenggarkan diklat baik secara daring maupun luring 

- Mengajukan penambahan anggaran bagi pengembangan kompetensi 

pegawai ke TAPD 

- Menyusun pedoman pelaksanaan magang, coaching dan mentoring bagi 

pengembangan kompetensi pegawai 

- Menyusun profil kompetensi pegawai serta rencana pengembangan 

kompetensi pegawai jangka panjang 

emikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Duami Tahun 2023 

semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, 

sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas 

dalam membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah 

menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 

 

Kota Dumai, 15 Januari 2024 
KEPALA BKPSDM,  
 
 
 
H. ERINSRIZAL, S.Sos, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19671227 199002 1 003 
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MATRIK RENCANA STRATEGIS 
BADAN KEPEAGWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI 

TAHUN 2021-2026 
 

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai 
Kota Idaman) 

MISI KE-4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik  
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENGUKURAN KINERJA 

Nama OPD  : BKPSDM Kota Dumai  
Tahun Anggaran : 2023 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan 
administrasi kepegawaian dan 
profesionalisme sumber daya 
aparatur 

Persentase pelayanan kepegawaian yang 
diselesaikan tepat waktu 

 100% 85.8% 85.8% 

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Administrator, dan Fungsional sesuai dengan 
Peta Jabatan 

 84% 99.1% 118% 

Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran 
Disiplin 

 93.5% 100% 107% 

Persentase Pengembangan Kompetensi ASN 
melalui Pendidikan dan Pelatihan 

 5% 37.8% 756% 

 
Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 3.643.757.843 
Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp. 3.502.019.685 
Persentase Capaian Program Tahun 2023 : 96,11% 

Kota Dumai, 15 Januari 2024 
KEPALA BKPSDM,  
 
 
 
H. ERINSRIZAL, S.Sos, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19671227 199002 1 003 



 

 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PENGHARGAAN 

 

1. Implementasi SAKIP Tingkat Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Penerapan Sistem Merit Tingkat Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


